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PUTUSAN 

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.LB 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

NEL JULIANTI BINTI AMRIZAL, NIK 1306024207960005, tempat 

tanggal lahir, Kajai Pisik, 02 Juli 1996, umur 26 tahun, agama 

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

tempat tinggal di Kajai Pisik Jorong Manggopoh Utara, Nagari 

Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 

handphone 083801628806; 

Penggugat; 

Lawan 

JASMAN BIN AMIRUDIN, NIK 1306020204800003, tempat tanggal 

lahir Manggopoh, 02 April 1980, umur 42 tahun, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Padang 

Kaciak Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, 

Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam; 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2023 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung secara elektronik 

melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.LB, 

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, 

menikah pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Kutipan 

Akta Nikah Nomor: 169/80/V/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 
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Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Mai 

2016; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah 

tangga di rumah keluarga Tergugat di Bengkulu selama lebih kurang 1 

(satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kajai Pisik 

Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, sampai berpisah; 

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul 

sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang 

bernama: Neila Febria Putri, perempuan, lahir tanggal 14 Februari 2017; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 

dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak 

rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena: Tergugat kurang 

bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari orangtua Penggugatlah yang membantu; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022, disebabkan karena, Penggugat 

meminta uang kepada Tergugat untuk biaya sekolah anak Penggugat 

dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang kepada 

Penggugat, dan Tergugat malah memaki Penggugat, sehingga hal ini yang 

menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari 

rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah 

orangtua Penggugat di Kajai Pisik Jorong Manggopoh Utara, Nagari 

Manggopoh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua 

Tergugat di Padang Kaciak Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh ; 

6. Bahwa semenjak bulan Agustus 2022 tersebut antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 (enam) bulan 

lamanya; 

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga 

masing-masing, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan 

Penggugat dengan Tergugat; 

8. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan 

Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/077/PEM/2023 yang 

Disclaimer
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dikeluarkan oleh Wali Nagari Manggopoh tanggal 24 Januari 2023, maka 

oleh sebab itu Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma 

(prodeo); 

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat 

berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan 

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari 

Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon 

kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim 

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan 

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jasman bin Amirudin) 

terhadap Penggugat (Nel Julianti binti Amrizal); 

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk 

Basung tahun 2023; 

Subsider: 

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex Aequo et Bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, 

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.LB telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya 

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara 

yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa 

mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak 

dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah 
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dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti-bukti berupa: 

A. Surat. 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/80/V/2016, yang dikeluarkan oleh 

KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, pada 

tanggal 17 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda P; 

B. Saksi. 

1. Yurnalis binti Nasar, tempat dan tanggal lahir Maninjau 05 Maret 1961, 

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, 

bertempat tinggal di Kajai Pisik, Jorong Manggopoh, Nagari 

Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi 

Sumbar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

bibi Penggugat; 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 

sejak 7 tahun yang lalu; 

− Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal 

bersama di rumah keluarga Tergugat di Bengkulu selama lebih 

kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua 

Penggugat di Kajai Pisik Jorong Manggopoh Utara, Nagari 

Manggopoh, sampai berpisah;  

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

− Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak enam bulan 

yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 
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masalah biaya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap 

nafkah lahir Penggugat; 

− Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat tapi tahu dari cucu saksi yang 

kemudian dibenarkan oleh Penggugat; 

− Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah pada 

bulan Agustus 2022 selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya; 

− Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, 

namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai 

dengan Tergugat; 

− Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan 

Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit 

untuk dirukunkan kembali; 

2. Desi Mulya binti Sawal, tempat dan tanggal lahir Kajai Pisik 02 Desember 

1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah 

tangga, bertempat tinggal di Kajai Pisik, Jorong Manggopoh Utara, 

Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, 

Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

− Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah tetangga Penggugat; 

− Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang 

sah; 

− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di   

rumah orangtua Penggugat di Kajai Pisik Jorong Manggopoh Utara, 

Nagari Manggopoh; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

− Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya 

rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2019 sudah tidak 

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 
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− Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat 

kurang bertanggungjawab kepada Penggugat tentang nafkah sehari-hari; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) 

bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman 

bersama adalah Tergugat; 

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar; 

− Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, 

namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai 

dengan Tergugat; 

− Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan 

Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin kembali berumah tangga 

dengan Tergugat; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam 

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Kewenangan Mengadili 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis 

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan 

Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; 

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya 

adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut 

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat 

tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini 
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secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung 

untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan 

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam); 

Legal Standing 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, 

para pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah 

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu  

Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, 

dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan   

gugatan a quo; 

Kehadiran Para Pihak 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 

72/Pdt.G/2023/PA.LB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 

ayat (1) R.Bg; 

Upaya Damai 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat 

agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan 

demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di 
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persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi 

sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai 

goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah 

tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena 

Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat. Puncaknya 

terjadi sekitar 6 (enam) bulan lamanya, yang akibatnya antara Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama 

adalah Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami 

isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi 

membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri 

hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah 

mendamaikan namun tidak berhasil; 

Analisis Pembuktian  

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidak-tidaknya tidak 

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap 

di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat 

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi: 

لهَُ حق لَْ ظاَلمِ ْ فَهوَُْ يجُِبْ  وَلمَْ  المُس لِمِي نَْ حُكاَمِْ مِنْ  حَاكِمِْ اِلىَ دُعِىَْ مَنْ   

Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak 

menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat 

tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan 

alat-alat bukti yang cukup: 

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh 

terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan 

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan 

dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang 

menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu 

menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan 

kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran 

tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga 

perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara  

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk 

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat 

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:  

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh 

Majelis Hakim sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan 

telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan 

isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi 

persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna 

(volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa 

antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah 

sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini 

(legitima standi in judicio); 
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan 

dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi 

yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi 

dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua 

orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 

tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lamanya dan Tergugat meninggalkan rumah 

kediaman bersama yang disebabkan oleh percekcokan yang terus-menerus yang 

sebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir 

Penggugat, selingkuh dengan seorang perempuan, dan bertempramental tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina 

rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya 

bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan 

namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya; 

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, 

secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan 

kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan 

Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya 

sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 

172 dan 175 RBg; 

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon 

menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 

RBg secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut 

dapat diterima untuk dipertimbangkan;  

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan 

materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat 

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat 

diterima; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
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a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 

tanggal 17 Mei 2016; 

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang 

bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat. Puncak perselisihan dan 

pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak 6 (enam) bulan 

lamanya sampai sekarang karena Tergugat pergi dari tempat kediaman 

bersama; 

d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, 

namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan 

Tergugat; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim 

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo.  

dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena 

alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” 

dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa 

Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Mei 2016 

terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut 

telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan 

bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang 

bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, perselisihan tersebut semakin 

memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 6 

(enam) bulan lamanya yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 
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adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan 

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi 

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta 

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan 

lamanya yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi 

suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat 

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan 

pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara 

Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap 

bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, 

hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara 

Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka 

hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik 

suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat 

dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken 

marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan 

kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka 

karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim 

berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat  tersebut tidak 

perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah 

Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim 

melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah 

tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
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pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling 

menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, 

karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya 

dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam 

surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku 

pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, 

saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi 

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar 

kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan 

norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan 

sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i yang 

diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari: 

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi: 

طلقةْ القاضيْ عليهْ طلقْ لزوجهاْ زوجةْالْ رغبةْ عدمْ اشتدْ وإذاْ  

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim 
boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu; 

 

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi: 

 دوام معهْ يطاقْ لْ مماْ اليذاءْ وكانْ الزوجْ اعترافْ أوْ وجةْالزْ ببينةْ القاضيْ لدىْ دعواهاْ ثبتتْ فإذاْ

بائنةْ طلقةْ طلقهاْ بينهماْ الصلاحْ عنْ القاضيْ وعجزْ أمثالهماْ بينْ العشرةْ   

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak 

isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu 
menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan 
Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat 

menceraikannya dengan talak ba’in; 

 

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: 

المصالحْ جلبْ علىْ مقدمْ المفاسدْ درءْ  
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Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar 

kemaslahatan; 
 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis 

menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat 

(1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang 

diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) 

huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum 

Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan 

gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya 

dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 

(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian 

pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu 

ba’in sughra; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Lubuk Basung adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah 

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh 

melakukan akad nikah baru; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk warga miskin 

sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Wali Nagari Manggopoh  

Nomor 140/077/PEM/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan Penetapan Ketua 

Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor W3-A17/503/HK.05/II/2023 tanggal 7 

Februari 2023, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg Jo. Pasal 60B ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Surat Edaran Mahakamah Agung RI 

Nomor 10 tahun 2010, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini 
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dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung 

tahun anggaran 2023; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di depan sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jasman bin Amirudin) 

terhadap Penggugat (Nel Julianti binti Amrizal);  

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan 

Agama Lubuk Basung Tahun Anggaran 2023; 

Penutup 

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 

tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1444 Hijriah 

oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Ayu Mulya, S.H.I, 

M.H dan Derry Damayanti, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan 

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rahmad Mulyadi, S.H. sebagai Panitera, 

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis 

 

ttd 

 

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Ayu Mulya, S.H.I, M.H. 

Hakim Anggota 

 

ttd 

 

Derry Damayanti, S.H.I. 
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Panitera  

 

ttd 

 

Rahmad Mulyadi, S.H. 

 

Perincian Biaya Perkara: 

NIHIL  
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